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A “Pendahuluan
GlObahsaa denoan cakupan
'bzdang yang sangat luas, pengertian
dan-pemahamannya sangat tet-
gantung dari sudut mana globalisasi
tersebut dilihat dan diamat. Sering
chkatakan globahsa31 merupakan
suatu era dengan kehidupan sosial
yang sebagian besar ditentukan oleh
proses global, suatu era dimana
g'a;tiségatis' batas budaya nasional,
ckonomi nasional dan wilayah
nasional yang semakin kabur
(borderless world) yang betintikan
proses globalisasi ekonomi.
Globalisast ekonomi ini akan difkud
dengan proses globalisasi pada
bidang lain seperti globalisasi
hukum (Erman Rajagukeuk; 2001),
bahkan globalisasi kejahatan.

Dimensi globalisasi dengan
berbaga1 cakupan dan ketet-
kaitannya terlihat dari salah same
pertimbangan . putusan Kongtes
PBB VII tentang The Prevention of

Crime and The Treatment of
O_ff_endg:rs, di Milag tahun 1985
yaﬁg 'ménegaskan bahwa. .. that the
international and national econowsic and
social orders are closely related and are
becoring miore and meore interdependent
and that, as a growing socio-political
Dproblems, crime may transcend national
boundaries.

Dalam globalisasi ekonomi,
proses penyebarluasan bidang-
bidang usaha ekonomi melalui
Multinational Corporation (MNC) dan
Transnational Corporation (TNC)
telah melampaui batas-batas
yurisdiksi wilayah negara nasional.
Hal ini dimungkinkan karena
globalisasi ekonomi merupakan
gejala menyatunya bidang-bidang
usaha ekonomi oleh dan berkat
kemajuan transportasi dan elektronik
canggih. Boaventura De Sausa Santos
(1995) mengatakan, TNC-TNC
adalzh bentuk yang paling melembaga

uniuk kelas kapitaiis transnasional
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o dlhasﬂkan d1 dalam blsms modem_
- _telah dltun}ukkan oleh lebih dari
- sepettiga output i industi duma".

: 'dlhasﬂkan oleh TNC-TNC: :

dianggap berkcmbano secara pesat
sejak tahun. 1960_ an yaitu masa
munculnyz eta “Geozing"MNC-TNC
dan berkembangnya perdagangan
intérnasio_na_l. Gejala empiris
menunjukan bahwa investasi modal
asingterutama dalam bentuk foredon
direct investment (FDI) banyak
dilakukan oleh MNC dan TNC. Di
Indonesia, perusahaan asing yang
mermulai menginvestasikan modal-
nya setelah betlakunya UUPMA
(UU No. 1 Tahun 1967) yang sering
dikatakan sebagai momenturn awal
kebijakan ekonomi Pemerintah
Otde Baru adalah TNC Freeport
Mec. Moran dari Amerika Serikat.

‘Dalam perkembangan se-
lanjutnya, MNC atau TNC juga
telah menjadi lokomotif tetjadinya
kejahatan yang sering dikatakan
Transnasional Crimes. MINC maupun
TNC merupakan korporasi raksasa
yang memunculkan kejahatan kor-
porasi dengan dimensi kriminologis

. B.. Kebx]akan investam Modai
S Kemunculan dan perkem— :
o bangan gIobahsam ekonomi. tidak
©dapat dipisahkan’ dengan keglatan— =
’kegiatan MING dan TNC. Globalisasi -

8 ‘ekonomi dan pengeiolaanya senng'-

: ._danvﬂmmoiogjs besar yang bCrSIfﬁt__i.:f'.
lintas. negara t termaSuk dalam atau: -
'melalm kegiatan mvestasn rnodal o

asmg

Asmg Indonesm : :
__"":-Se]_ak awai Pemezln_ : n._Orde'._._-:- .
Ba:cu sampa_t denga"' eta reformasf:' -

: sekarang ini, masuknya dan pe;

kembangan investasi modal asnig )
dalam perekonorman Indonesm__ '
seperﬁnya sudah merupakan suatu
tuntutan. keadaan ekonorm dan_
bahkan tuntutan poiittk '

Kebijakan pembangunan
ekonomi Orde Baru sejak awal
pemernintahannya telah menjadikan
investasi modal asing sebagai
primadona yakni usaha untuk
mencapal pertumbuhan ekonomi
nasional melalui investasi modal
asing yang sangat dipengaruhi oleh
gagasan pertumbuhan ekonomi
yang dimunculkan oleh john
Maynard Keynes.

Mendapat “warisan” Pe-
merintahan Orde Lama berupa
ketidakstabilan politik - dan
perekonomian yang hampir
tumbang, Pemerintahan Orde Batu
memandang kebijakan:ekonomi
yang efektif ditempuh adalah

dengan formula mendorong
tercapainya pertumbuhan ekonomt




-secepat mungkm meiaim modal

‘secara besar-besaran. Untuk me-
L _reahsamkan kebl]akan ekonomi.
Y pmgmatls yang demikian maka

- investasi modal asmg adalah pxhhan

o '-yangreahsm o
o Dalam ﬁ.mgs1onalisa31 hu}mm ;
SRR :luntuk mencapal tujuan kebilakan _
e omi yang berorientasi kepada_':_:

-"permrribuhan ekonomi tersebut,
Pemerintahan Otde Baru member-

lalmkan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1967, tentang Penanaman
Modal Asmg (PMA) pada tanggal
10 Januar 1967. Undang—_U_n_daxig
PMA (UUPMA) ini dapat di-
pandang sebagai momentum awal
kebijakan ekonomi Pemenntahan
Orde Baru.

Semangat atau jiwa (legal spirit)
UUPMA ini memperlihatkan
bahwa investasi modal asing
menempati posisi dan peranan
strategis dalam kerangka perbaikan
ekonomi. Masalah ekonomi adalah
masalah meningkatkan kemakruran
rakyat dengan menambah produksi
barang dan jasa. Peningkatan
produksi dapat tercapai, antara
lain, melalni penanaman modal.
Segala usaha perbaikan ekonomi
tidak boleh menimbulkan keseganan
untuk memanfaatkan potensi-
potensi modal, teknologi dan skill
yang tersedia dari luar negeri.

- Dengan berlakunya UUPMA -
maka “potensi ekonomi: dapat'_
d1garap menjadi ekonomi. riil
dengan menggunakan modal !

keahlian dan teknologi asing: Hal
L ini djmungkmkan karenainvestasi -

modai asing baik langsungmaupun__ .

-tldak langsung akan teslibat dalam -
f .pexekonomian Indonesza karena,
adanya ekspansi produksi dan.
- produkiivitas yang melingkupi

sektor perdagangan dan investasi.
Disamping itu, investasi modal
asing dalam bentuk modal, teknelogi
dan keahlian manajemen asing
tersebut dapat membantu memper-
cepat pembangunan nasional
dalam bentuk pembukaan lapangan
kerja, pengalihan teknologi dan
peningkatan produksi pada
UMUMnNya, :
Studi empiris telah menunjuk-
kan bahwa UUPMA telah berhasil
menarik investor asing untuk
menginvestasikan modalnya di
Indonesia. Dalam waktu beberapa
tahun saja, Indonesia telah menjadi
Negara yang diminati oleh per-
usahaan-perusanaan multinasional.
Peranan UUPMA sebagai qoent of
modernization telah menunjukan
hasilnya, Karena UUPMA ini
cukup liberal dan banyak ke-
longgaran-kelonggaran vang
memberi kemudahan bagi investor




-.nya sebagai zmz‘mmmt of .raaza/ .

o 'iriempakan protes terhadap dormnasu
- investasi modal asmd_ yver pmreme): o
5 ckali kepiatan investasi -
= modal_]epang Reahtas empmk da:ﬂ :

“terutam

pendapat ckonom neolslasxk yang
dxpelopori oleh ]ohn Mavnard
' I{eynes yang menegaskan z‘l:)ﬂafz_/y
- ‘way for] Iﬂdaﬁmm economic movegjz o
- capital: mf/ow” 'terutama bagl
ekonomi’ Lerakyamn sudah banyal\.
dlperdebatkan i IX
Mesklpun s1gmﬁlxznsu investasi
modal asing bagi pembangunan
ekonomi '-kerﬁk'y'at'aﬁ' banyak di-
gugat, tetapi untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, investasi
modal asing masih dipandang
sebagai ‘sektor ekonomi yang
efeltif. Peninglkatan investasi modal
asing telah menjadi “komoditas
politik” yang bisa mempengaruhi
persepsi terhadap kinetja dan
keiaﬁgsungan pemerintahan.

C. Ke]ahatan Korporam dan
- Investasi Modal Asing

Pengertian korporasi dapat
diternukan dalam berbagai sumber

! an tetap1 dalam peranam o

'seperu kamus huhum Dalam
Black’ Law: Dz.afzmaij/, korpomm
.:' : ﬁo@omtzm) disebutkan’ sebagaz “n
- artificial person.or /ega/ entity created lgy i
“or sinder the. am‘bon by of the Jaws. t_)f aj:-?
state. Afz association cy" per.mn oreated.
éy;taiure aste ga/ mfzg/” Menutut: The g
“Consice Dz:,fzaﬂwy 9 chw, korporasl e
ﬁw;bomtmﬂ/ bmf_iy mrpomz‘e) diartikan
.sebagm An entity. that. has legal Lo
: pm‘aﬂalzgj: deitis capab/eoyf enjoying
and -being wéyecr fo Jega! ﬂg/ﬂ‘d czfzd

dzfﬁe.f” e

Menurut E H Sutherland '
Le;ahatan kerporam (w/bm w/!a/‘__'_

crime) adalah
sico-economic. who commils. a legal

violation in the course of his or her -

occuparion” (Yusuf Shofie,1997).
Edelhertz memberikan batasan

white collar crime scbagzu tmdakan -

illepal atau serangkaian undak_ax}_
illegal yang dilakukan dengan
cara-cara nonfisik dan denga_ﬁ
penyembunyian atau tpu muslihat,
untuk memperoleh uang ataupun
harta benda dan untuk mem-
peroleh manfaat perorangan dalam
dunia usaha (Sri Suhartati A : 2000).
Sedangkan menurut Blackt Law
Dictionaryadalab “Any criminal offense
committed by and hence chargeable 1o a
corporation because of activities of ils
officer or employees. Often referred to as
“white-collar crime”.

. .any person of higher




j Dalam perspeknf hukum pidana
Indone51a ke]ahatan korporasi
_ (mndak pidana korporasi) dapat
“diartikan sebagai tindak pidana
yang -dilakukan oleh /egal entity
‘maupun s Jegal éntity baik schagai
privateentily ataupun publicentityyang

. dapat dikenakan sanksi pidana

(punishment dan atau dréatment)
"'m_aﬁpun sanksi administrasi dan
atau sanksi :perdata (vide UU
Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup).

" Penyebarluasan  dan pening-
iiatan diversifikasi bidang usaha
investasi modal asing oleh investor
baik secara langsung maupun
melalui usaha bersama antara
investor modal asing dengan
perusahaan-perusahaan dalam
negeri telah meningkatkan per-
kembangan MNC dan TNC yang
berarti pula meningkatkan aktivitas
korporasi.

Sebagaimana dikemukakan
LS. Susanto (1995), kekuasaan
korporasi yang dijalankan melalui
keputusan-keputusan dalam investasi
seperti penentuan harga, lokasi,
penelitian dan desain terhadap
produk juga memberikan kon-
sekuensi di bidang sosial dan
politik. Kekuasaan kotporasi yang
bersifat legal maupun illegal telah

memberikan pengaruh yang besar
bagi berbagai perbaikan dan
kehancuran kehidupan manusia
bahkan suatu bangsa. Dalam
kaitan antara hukum pidana.dan
kejahatan ekonomi, Fﬂedmann _
(dalam Muladi: 1992) mengatakan .
bahvwa sbe function of criminal law ot
only fo protect privale property agazmz”
unlawfull interforence, but also to protect
the basic economic order of nation. ...

Berkaitan dengan pengamh
yang sangat luar biasa dati perilaku
llegal maupun berkedok legal dard
kotporasi (kejahatan korporasi)
terutama yang bersifat lintas
negara, Kongtes V. PBB tentang
The Prevention of Crirne and 'The
Treatment of Offenders, di Jenewa,
memberikan rekomendasi dengan
perluasan cakupan kejahatan
terhadap tindakan “penyalah-
gunaan kekuasaan ekonomi secata
melawan hukum” (ilegal abuses of
economic power) seperti pelanggaran
terhadap peraturan perpajakan,
penipuan terhadap konsumen,
pelanggaran terhadap peraturan
petburuhan, pencemaran lingkungan,
penyelewengan pemasaran dan
perdagangan oleh perusahaan-
perusahaan transnasional dan
“penyalahgunaan kekuasaan publik
yang bersifat melawan hukum”
(ilbegal abuses of public power).




L '_ Suhartati

-.kemungkman manlpula51 oleh

= _-badzn hukum 1eb1h kecil atau ringan

- di negara- negara tertentu dan
: gez:akan berupa operasi. antar
- negara untuk menghindari undang-
undang yang mengatut ‘masalah
standar proteksi perbutuhan dan
hngkungan S

Berbagfu kerugian / kerusakan
yang ‘luar:biasa dari kejahatan
korporasi, antara lain, dapat dilthat
pada kasus di Jepang tentang
penggunaan satu jenis obat yang
ditarik di Indonesia (wexaform dan
enterovicform buatan Ciba Geigy)
yang menimbulkan korban 10.000
orang di Jepang berupa kerusakan
saraf mata dan/atau kebutaan serta
kelumpuhan tubuh manusia.
Pengadilan Jepang menghukum
Ciba Geigy untuk membayar ganti
rugi kepada para korban sebesar
US $.150 juta. Perilaku jahat
korporasi seperti ini, tidak mudah
dijangkau ketentuan hukum pidana.

S1eber (dalam Sifl '

. ';2000) dalam. pe—' '
i . 3_neht1annya menemukan Suatuj_'
"_'-”-'-fakta bahwa struktur badan
Sl --'-hukum ttansnasmnal shatunegara
R :'memberikan fasﬂrcas untukmelang—: .
. gar hukum yang sering’ berbentuk -

_smnai yang mengawasi

rT;:agedx lam pernah dlalarm_:" '
- masyarakat mtemasxonal sekttar':f'__'

“tahun 1950-an, yaitu yang dikenal -
_-'sebagai ‘Tbe T/m./zdomm’e Trage@;
.Obat. Tba/zdomzde d1perkena1kan -
untuk mengontml rasamual seiamaf? o
_beberapa mmggu kchamﬂan Obat

i ':;."..:_tindakanf.penghmdamn undang- - ':“""ei"seb‘th ternyata menyebabkan:’_’:f :
: : kegagaian pembentukan janin di -
' dalam rahim dan lahirlah beribu-

tibu bay1 cacat tanpa anggeta_:_ 3

badan di ‘Eropa dan Australia
(YusufShoﬁe 1997) '_ Il N
_ *Selain kerugmn / kerusakan d.t %
bldang kesehatan dan keselamatan .
jiwa, ke]ahatan kotporasi ]uga &
telah menimbulkan kc—:xugian .
di bidang ekonomi yang jauh
lebih besar dlbandmgka_n dengan -
kejahatan warungan. Tidak kalah
besat kerugian/kerusakan yahg
ditimbulkan kejahatan korpora51
adalah kerugian/kerusakan di
bidang sosial dan moral seperti
rusaknya kepercayaan masyarakat
terhadap pelaku bisnis. Hal ini
dimungkinkan, karena sebagai- -
mana pernyataan The President’s
Commission on Law Enforcement
and Administration of Justice
bahwa kejahatan korporasi sering
sekali diintegrasikan ke dalam
“struktur bisnis yang sah” (Zhe

structure of legitimate bmmes) (I S _ I |

Susanto).




Salah satu perﬂaku yang sangat
menon}ol dalam kejahatan kor-
. porasi yang dlcap sebagai bentuk
_"perbuatan da}arn rangka mencapzu
tyj uan—tu;uan korporasi dan sering
men}adl awal dati terjadinya
'-berbagai kerugmn/kerusakan
_.d1 atas. adalah pemberian suap,

: uang 9ehcm dan korupa yang_

| dﬂakukan oleh kox:pomm

Brailhwalte meﬁyatakan
bahwa pembenan suap dan korupsi
yang dllakukan oleh korporaszm
korpomsa besar terutama dilakukan
terhadap penguasa (pemerintah) di
negara-negata ketiga dengan
membujuk pemerintah mengikuti
Lepenﬁngéﬁ korposasi (transnasional)
untuk “melawan” kepentingan
pubhk sehlngga menimbulkan
kerusakan pada tatanan sosial dan
politik. Baithwaite menyimpulkan

“Transnational corporate corruption is
fberg‘bre pe?;qu the miost pernicious form
of crimse 1n the world today because it
involves robbling the poor to feed the rich,
and bring into political power ratles and
adminisirators who in general will put self-
interest abead of the public interest, and
transnational corporation interest abead
of national interest” (1.S. Susanto).

Perilaku suap (bribery) dan
korupsi atau suap sebagai korupsi
oleh Korporasi (investor modal

asing) ini juga telah mendapa;:t
perhatian dan pengaturan dalam
dokumen/instrumen internasiggﬁl
dan membutuhkan penegal_{ﬁn
hukum yang setius melahi berbagai
prosedur ketjasama antatnegata.
Pada-salah satu pertimbangan
Unired Nations Convention acg&i_'z'}_é_iz‘
Corruption tahun 2003 (Konvenm
Wina) disebutkan “that corruption
5 no-longer a local matter but g
transnational phenomenon that affects
all societies and ecomomies, aking
international cooperation fo pm;mz‘ aﬂd
control it essential”. =

Selanjutnya pada Chapter 11X
dari Konvensi Wina yang besj udul
Criminalization and Law Enforcernent
telah dikriminalisasi berbagai
perbuatan suap dalam kegiatan
transaksi bisnis internasional yakni
2 bribery of national public officials (art.
15); brivery of foreion public officials and
officials of public international
organization (art. 16); embeszlement,
misappropriation or other diversion of

property by a public official (art. 17);
trading influence (art.18); abuse of
Junction (art. 19); ilficit enrichment (art.

20); bribery in prevate sector (art. 21);
embeglement of property in the private

sector (ard. 22); lanndering of proceeds
of crime (art. 23); concealment (art. 24);
dan obstruction of justice (art. 25).




dalam "*53'133“1 mGdal asing yang

o _mehbatkan ;nvestor modal asing
_.dan D 1ab 't_;_:_pubhk terutama_:_

""": }_(lzcemmg z;z.rfmmemj -
P _’pembem 1zzn) dalam. proses/:
s prosedur tendet proyek pemenntah e

- ':masyamlmtlntemasmnal Penguszma—

'.pengusaha mancanegara yang
| hendak: menanamkan investasi
di- Indonesxa qangat menyadam
_bahwq untuk mempercepat proses
peﬂzman dan urusan-urusan
biroksasi iamnya meieka perlu

menggandeng orang orang
'ttau keluarga yang dekat dengan
pusat kekuasaan dan atau me-

yedmkan dana- d'ma pehcm
kepada pe}abat publik yang ada
hubungannya dengan perizinan
tersebut (Laoly:1998). Hal ini
sangat dimungkinkan, karena
sebagaimana dikatakan oleh Romli
Atmasasmita (2004) korupsi dalam
era perdagangan global dewasa ini
merupakan hasil kolaborasi antar
pata pelaku di sektor publik dan
sektor swasta.

Korupsi bentuk
kolabotast int lebih sulit diberantas
dibandingkan dengan korupsi yang
tetjadi di sektor publik saja.

o Berbagm pefrmatan suap dat .
korupb ain dalam I{onvensz\ﬁ(fma_'

. diatas dap'zt tez:}adl dan dilakukan
' ' 'memanfaatkan sektor pubhk/"
birokrasi pemerintahan yang

"-korupsz }ang dapat dﬂakuka___

_eputusan dan atau

i alah satu beﬁtuk ke]ahata

oleh investor modal asing dengan

korup adalah kolaborasi- antara'_i-'
sektot swasta (mve stor) dan'sektor
pubhk (pengambﬂ keputusan/ :

seperﬂ ekspioztam sumber ciaya
strui\tur sehmgga pj:oyek tersebut_{. "
]atuh ke tangan. investot. ;ahat}_' ;
tersebut. Korupsi bentuk ini selaznr..: .
dap_at memmbul_kan kerugian bagi.
negata juga dapat mengakibatkan .
terjadinya kerugian pada ma-. .

syarakat atau pihak ketiga yang

beritikad baik (mvcstoz: lain balk"-'
PMA atau PMDN). -
Musiculnyaunsur baru (ketugian
masyarakat atau pihak ketiga ™
yang betitikad baik) pada kebijakan
kriminalisasi dalam Konvensi Wina
2003 ini, yang belum dipertim-
bangkan sebagai salah satu unsur
terjadinya tindak pidana‘korupsi
dalam UU Nomor 31 Tahun 1999
tentunya menimbulkan konsekuensi
petlunya revisi UU tersebut untuk
disesuaikan dengan Instrument
internasional tersebut. Tuntutan
revisi ini tidak hanya untuk




| 'memberantas ke}ahatan korup31
yang b€1:51fat transnasional. tetapi
;uga untuk “m embongkat” sesuatu
yang. dapat dikatakan mengarah
kepada suatu “wotoire feiten” bahwa
praktik koxupsx di Indonesm juga
tidak tetlepas dari- pengaruh dan
ketes:hbatan plhak asing.- -

Selam i Konvens1 Wina 2003 :
o ]uga ‘mengatur tentang prosedur

asset recovery ~(Chaptet V- tentang
Assez Recovery dari Ast. 51-59) yakni
px’os’_cdu’r’ pengembalian asset-asset
hasil tindak pidana kotrupsi yang
dilarikan atau diinvestasikan di luar
negeri yang diharapkan menjadi
salah satu upaya bagi perbalkan

perekononman Indonesm
D. Penutup .
Sehubungan dengan dua fakea

(yuridis dan empiris) di bawah ini:
1. Bahwa kejahatan korporasi
bersifat transnasional yang

-+ dilakukan oleh investor modal
asing dalam praktik korupsi
(svap) dalam hubungan antara
sektor swasta dan sektor publik
sudah mendapat pengakuan
sebagai zransnational crime baik
menurut aspek substantif
maupun prosedural (menurut
parameter Cherif M. Bassiound)
karena sudah diatur secara

- tegas dalam instrument inter-
- ‘nasional (Konvensi Wina 2003)
- dan penegakan hukumnya
- ~membutuhkan ker;asama
++ internasional.. :

2. Bahwa ke}ahatan korpo:ras1
~terutama bersifat trans-
" “nasional dalam bentuk prakuk

"'kc_)r._upm (suap) kolaboras_;

“antara investor dan ‘pejabat

 pengambil keputusan dan atau
perber izin (lizencing instrument)
sangat sulit pembuktiannya
dibandingkan korupsi dalam
sektor publik saja serta tidak
semata-mata dipandang sebagal
pelanggaran hukum tetapi
menimbulkan kerugian/ke-
rusakan pada tatapan ekonomi,
politk dan sosial suatu bangsa
seperti Indonesia.

Karena sudah merupakan
exira ordinary crimes maka upaya
penanggulangannya (pencegahan
dan penindakan) harus dilakukan
MENULUL exira ordinary measuremient
pula, tidak hanya dalam skala lokal
atau nasional tetapi transnasional
dan internasional. Kejahatan yang
terorganisir dengan baik harus
diberantas oleh atau dengan

kebaikan yang terorganisir dengan
baik pula.
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RESENSI SKRIPSI

Peresensi :

e Candra, Roy Ardhya Pergizﬂg)angaﬂ Kontrak Pengadaan Sarana _]am
| Asuransi Pemily Tabun 2004 Pada Komisi Pemsiliban -Usnm: Sktlps:t
" Angkatan XLII Pcrguruan nggi Tlmu Kepohs;ian 2005 @

:_-Penyimpangan Kontrak Pengadaan Sarana ]asa_
B AsuranSJ Pemﬂu Tahun 2004 Pada Komisi Permhhan

-:' (SKRIPST; Perguruan ngg1 Iimu Kepohsmn)

B -:Umum
e '::Pf:nuhs .Roy Ardhya Candra
Penerblt
B -.Pagmasl 2%, 192hal; 32 cm.

' _Ilha.t_n_ Pr_isgunanto, SS,MSi

Salah satu bahasan yang
'mencuat dalam pembahasan
kqahatan bisnis adalah menyoal
kasus korups1 ‘Kejahatan kerah
‘putih yang memiliki imbas besar
pada keruntuhan suatu bangsa dan
Negara. Bahkan secata lugas
Suwarsono dan Alvin So dalam
bukunya . Perwbahan Sosial dan
Pembangunan (Jakarta, 1994)
'f{:menyebutkan faktor inilah yang
menjadi penyakit utama dalam
pem"f)_;ihgunan ‘suatu ‘negara.
Kebobrokan dan ‘borok’ Negara
ini perlu diberantas dahulu dalam
upaya mewujudkan keadilan dan
kemakmuran.

Maka tak heran syarat maju
suatu Negara adalah Pemetintahan
yang bersih dari korupsi, kolusi
dan nepotisme. Memang persoalan

kbrupsi kolusi dan nepotisme
bukan saja hanya menghantui
negara—negara berkembang atau
dunia ketiga, melainkan semua
negara termasuk negara maju sekali
puh. Pada akhirnya keseriusan dan
ketegasan Negara kepada pelaku
korupsi dianggap sebagai indi-
kator kepedulian kepada Peme-
tintahan yang pro rakyat dan
menjunjung kemakmuran.

Negara Indonesia termasuk
Negara kelima di dupia yang paling
korup, demikianlah catatan yang
diberikan dari Bank Dunia, Bahkan
disinyalit hampir 24-27 persen dana
pembangunan mengalami
inefisiensi. Berangkat dari data
mengejutkan inilah penelitian Roy
Ardhya Candra tertarik untuk
melakukan penelitian tentang




'Pefgyzmpafz‘gaﬁ Konfm,(a Pengadaan
Sarana Jasa Asuransi Pewmily Taban
2004 Padcé Kamz.fz Pemzizbafz Uf?ﬂlfi‘l
'Ketertankan ini juga muncul dari
kepnhannan penuhs sknp51 iniakan
fenomena bahwa Komisi Permhhan
Umum adalah Iembaga pubhk yang
'seharusnya memiliki rnhll res1ko

5 "'terhadap pmk 'k-korupm

Begitu gencarnya pembemtaan
tentang kasus korupsi dalam tubuh
KPU wrut pula memamkan peran
menambah gairah pada penulis
skrlps1 am untuk menggah lebih
jauh apa yang terjadi di perut
KPU. Memang banyak penyim-
pangan yang tetjadi dalam kontrak
usaha dengan KPU, tetapi skeipsi
ini lebih memfokuskan _pada
menyos_l penegakan penyimpangan
yang dilakukan oleh perusahaan
jasa asuransi dalam hubungannya

dengan kontrak jasa asuransi
Pemilu 2004 oleh KPU.
 Disamping itu juga penanga-
nan kasus yang dilakukan oleh KPK
(IKomisi Pemberantasan Korupsi)
dalam hal ini sebagai institusi
Pemerintah yang baru dibentuk
turut membuat unik penelitian ini.
Sebab sampai saatini jarang sekali
orang rnau membahas secara lugas
tentang pola penyidikan dan
investigasi yang dilakukan KPK
dalam penegakkan hukum. Ke-

umkan—keumkan inilah yang. al«.an =
mewarnai pola ker;a dan maneuver
taktik politis KPK dalam upaya
méﬁgﬁﬁgkap Sésuatﬁ yang tabu_' :
dibicarakan .sejak dahulu yaltu
korup31 TR L s

“Pemilihan satu kasus ini
dlharapkan dapat:mewakili semua |
kasus yang tetjadi' di KPU pada__. :
khususnya, bahkan pada semud -
mnstitusl pemerintah pada umum-
nya. Guna memberikan titik fokus
maka jenis penelitiannya juga
dibatasi dengan hanya berpola
deksriptif kualitatif. Diharapkan
model penelitian sedemikian
mampu memberikan data dan
penjelasan yang lebih kompre-
hensif terhadap kasus yang dikaji.

Apa dan bagaimana proses
petkara itu terhadai adalah jawaban
lugas yang diperlukan tefjawab dati
keluaran peneliian yang dilakukan.
Manfaat penelitian diharapkan
mampu memberikan gambaran
lugas pada pola represif dan
tindakan penyidikan yang dilakukan
oleh aparat. Manfaat ilmiah

diharapkan mampu memberikan
titik terang tethadap kemajuan
kajian kejahatan bisnis dalam
keperluan penegakan hukum yang
dikaitkan dengan manajerial sistem

penyidikan.




*Penulis secata lagas memberi-
kan batasan lugas bahwa penehnan
yang dﬂakukan ini lebih ‘menitik-
beratkan  kepada proses penegakan
“hukum yang dilakukan oleh Kornisi

Pemberantasan. Korupsi, yaita.

mulai dati penyelidikan, penyidikan
~<serta penuntutan terhadap. salah
- satu kasus tindak pidana korupsi.
Tindak korqpm lebih dibatasi pada
penyimpangan kontrak pengadaan
sarana jasa asuransi Pemilu tahun
2004 oleh: KPU (hal 11). Bila
dilakukan pcrdmbangan penelitian,
model penelitian yang dilakukan
dalam ‘skripsi ini tergolong baru
dan belum pernah dilakukan oleh
pene}m lain.

Kapan Teoritik dan Konseptuai

“Ada banyak konsep yang
kemudian akan dipadukan dalam
tarik ulur premis-premis dalam
kajian teoritik baik secara hipotesis
dan asumsi lewat uji data. Disebab-
kan penelitian ini bezsifat deskdptif
kualitatif, maka pengujian hipotesis
tidak berlaku, sedemikian juga
dengan analisis asumsi dalam
muatan aksiologis kajian ilmu. Ada
beberapa teori yang digunakan
yaity; teori kesepakatan kehendak,
teori penyimpangan, teorl pem-
buktian dan teori motivasi.

' Dati banyak konsepsi tentang

korupsi, penulis akhirnya memberi-
kan penilaian bahwa korupsi adalah
perbuatan buruk, seperu peng-

'gelapan ‘uang, penerimaan ‘uang

sogok dan scbagamya Korupm
merupakan tmdak pldana yang
memperkaya d1r1 sendiri yang
secara langsung atau tidak langsung
merugxkan keuangana atau ‘pet-
ekonomian Negara. Korupsi
ter]adl karena ada penyalahgunaan
kekuasaan dan wewenang yang
dilakukan petugas dan pejabat
Negara. Beberapa praktik korupsi
yang disoroti cukup menonjol
adalah proses tender untuk
pengadaan barang-barang bagi
kepetluan Pemetintah (Government
Procurement) yang tidak transparan
dan suap dalam kontrak-kontrak
Pemerintah (hal. 17). Terlihat
bahwa penulis sangat terpengaruh
oleh konsepsi yang diberikan oleh
Indrianto Seno Aji dalam hal ind.

Proses penegakan hukum
pidana adalah kegiatan para
penegak hukum untuk menghadapi
dan menyelesaikan masalah
kejahatan sesuai profesi yang
tercantum dalam hokum. Atau

dapat dikatakan proses penegakan
hukum pidana yang dilakukan
Komisi Pemberantasan Korupsi.




 Dalam halini mulai dari mendapat
laporan, menyelidiki, menyidik dan

'- :‘menaﬁgk'ap -'peiaku kejahatan ini,

serta b galmana cara menuntut
kasus ini: dA bldang pengadﬂan

' '_bagalmana haklm memutuskan

. .__:"-amu memben vonis, terhadap suatu
_ -'_-k’tsus ke dalam pasa1~pasal yang
o __texcantum dalarn KUHP: '

T;ndfik pidana korup51 metu-
pal«_an kasus yang tergolong luar
biasz dan’ diperlukan penegakan
hukum' yancr luas blasa juga,
sehmorcra diperlukan suatu upaya
yang terarah. Jeremy Pope
menjelaskan sembilan unsur upaya
anti korupsi yang sungguh-
sungguh terarah. Yakni mulai das;
adanya kemauan yang teguh,
penckanan pencegahan korupsi
masa mendatang, adaptasi undang-
undang ant korupsi, identifikasi
kegiatan pemerintah yvang riskan
dengan rangsangan korupsi,
program pemastian gaji aparat,
petbaikan hukum dan administrasi
yang pasti dan memadai, pencipta-
an kemitraan Pemerintah dan
rakyat, penindakan dan pembetian
hukum berat yang setimpal pada
pelanggar, pengembangan gaya
manajemen yang kecil resiko
korupsinya (hal. 25)

_b.ér'aﬁ'tasan - Korupsi
_'termaktub dalam Undang-Undang

.. Pembentukan Komisi Pem-

No.30 tahun 2002 tentang Komisi o
Pemberantasan Tindak :_Pldanq e

-'Ko'mpsi Di sini dijelaskanbahwa

tugas dan wewenang:Komisi®
;Pembcrantasan Korupst: bermfat;_;f;:_ o
-1ndependen dan bebas dar;_;.f_:;_ o

pengaruh kekuasaan manqpun L

Kewenangan yang melekat padq &

Komisi Pemberantasan Pemilu.
sangat besar, seperti; melakukan
koordinasi dan supervise dengan
instansi berwenang, memonitor
penyelenggara Pemerintah serta
melakukan tindakan pro justitia dan
upaya paksa tertentu (hal. 27).

Dalam keperluan mengupas
posisi kedudukan pemahaman
mengenai asuransi, penulis
menggunakan KUHD (Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang)
khususnya pasal 246 dan pasal 1
pada Undang-Undang Nomor 2
tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian. Asuransi kerugian
adalah hal yang sehubungan dengan
kalimat; suatu kerugian, kerusakan,
atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan lebih menonjol kepada

sesuatu yang dapat dinilai dengan
uang

diatur




' "Da"pat dikatakan asuransi

_pengadaan sarana Pemilu tahun -

_-'2004 oleh Komm Pemﬂlban
 Umum yang: merupakan bentuk

- bisnis pelayanan jasa asuransi.

Sebagax salah satu. bcntuk jasa

' asuransi;. ‘maka terikat. oleh
o ketentuan hukum kontrak yang
' ;_dzatur oleh KUHPerdata dan

- _"'Undang—Undang Nomor 2 tahun

1992 tentang Usaha Perasuransmn
(hal 3D. '

Konsep tentang kontrak yang
__(,hg_unakan penulis lebih meng-
gunakan pendekatan yang lebih
umum dalam tataran bisnis
internasional. Dalam artian bahwa
penulis menggunakan pendekatan
Steven Gifis (1984) dalam men-
definisikan kontrak. Kontrak
adalah petjanjian atau rangkaian
perjanjian dimana hukum mem-
berikan ganti rugi terhadap
wanprestasi terhadap kontrak
texrsebut, atau terhadap pelaksanaan
kontrak tersebut oleh hukum
dianggap sebagai suatu tugas.
Konsep kontrak yang disjukan
dalam penelitian ini diperluas
dengan memaparkan hukum
kontrak, prinsip-prinsip hukum
kontrak dan syarat sahnya
perjanjian atau kontrak, teoxi
kesepakatan kehendak dan penyim-
pangan kontrak untuk memahami

lebih jauh mengenal konsep
kontrak : =

Kontrak dalam legahsam lokal
menggunakan pendekatan konsep
perjanjian menurut KUHPerdata.
Per)an]mn didefinisikan Sebagal
suatu perbuatan dimana satu. otang
atau lebih ‘mengikatkan dmnya_
terhadap satu orang lain atau lebih;
sepetti tertera dalam pasai 1313
KUHPerdata. Sedangkan penyun
pangan kontrak merupakan
perbuatan yang melanggar kaidah-
kaidah hukum yang mengatur
kedua belah pihak yang melakukan
perjanjian. Konsekuensi hukum
atas tidak terpenuhinya kontrak
adalah; pertama akan batal demi
hukum (wietig, null and void), dapat
dibatalkan (verwietiphaar, voidable),
kontrak tidak dapat dilaksanakan
(unenforceable), sankst administratif.
Penelitian ini menggunakan
juga teori pembuktian, disebutkan
bahwa pembuktian acara pidana
berbeda dengan acara perdata.
Pembuktian acara pidana lebih
bersifat materil, sedangkan dalam
acara perdata betsifat formil.
Secara teori peneliti menggunakan
empat teori pembuktian, yakni;
pembuktian berdasarkan keyakinan
hakim belaka (Comviction inturm),
pembuktian berdasarkan keyakinan
hakim atas alasan yang logis (La




e wctzan 'Raz.ramee/ Com/utzaﬂ i

: ':"_'_:_;.ﬁndang urllldang secard. posmf
{(Positie }_Vetfe/g;ﬂee Bewg/.rz‘/)eame)

Pada baglan konseptual
emeh""penehu lebih meng-
% gunakan pendekatan model Luther
s Gu_ihck_dan Lyndal Urwick (1 971)
“‘dengan” model POSCORB
0 _'(P'!g'ﬂéz')zg ,'""Orgam'zz'ﬂg, Ry taffing,
Directing, COrdinating, Reporting,
-Bydgetmg) ‘Model ini merupakan
' fungm yang ‘digunakan seorang
manajet dalam upaya mencapai
tyjuan dan sasaran yang dilakukan
oleh otganisasiatau institusi. Tentu
p_en_e_f;ﬂ dalam halini ingin melihat
tingkat kootdinasi dan keseluruhan
konsep manajemen dalam meng-
kaji sistem manajerial yang
dilakukan oleh Komisi Pemberan-
tasan Korup51 @

Teon motivasi juga digunakan
dalam pendekatan pemikiran
konseptual yang ada. Dua teori
mptivasi yang digunakan adalah
teoti °Y” dari Dauglas McGtegor
dan teori kebutuhan model
McClelland. Pemilihan teori
motivasi ini berangkat dati

Pembemntasan Korupsi. .

' Dasar Legahsam

anggapan bahwa Komis: Peiﬁ;

berantasan Korupsi mempunyai .

motivasi yang kuat untuk melak-f =
sanakan tugasnya dengan baik. Hal

ini didasarkan pada - adanyag:l.
kebutuhan yang hendak dicapai -
oleh setiap anggota Komlsl'_'f}"

_ Ada beberapa dasar iegahsam_
yang digunakan dalam penelitian -
ini, yakni; Undang-Undang No. 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan *
Tindak Pidana Korupsi. Di
samping itu juga legalisasi -
perubahan dalam Undang-Undang -
No. 20 tahun 2001 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana |

Korupsi. Dalam perubzhan ini
Komisi Pemberantas Tindak
Pidana Korupsi harus independ é_r_it
dalam tugas dan wewenang. Perﬁi_i

‘Komisi Pemberantasan Korupsi

diatur dalam Undang-Undang
No.30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pldana
Korupsi.

Selain itu ada juga atutan yang |
menguatkan, yakni; TAP MPR No.
VII tahun 2001 yang memberikan
arah kebijakan untuk percepatan
dan efektivitas pelaksanaan
pemberantasan dan pencegahan
korupsi dengan membentuk,




~-antara lain Komisi Pembetantasan
: -Korup51 ngunakan bebetapa
*kitab’ undang unang, ‘seperti;

KUHPidana, KUHPerdata dan

o __."KUHDagang

' '-.':-Metodologi Penelman e

_ ~ Dari ka;mn metodologmya
:penehﬁan ini jelas memposisikan

e _dln dalam mazhab kualitatif

. dengan jenis penelitian studi kasus
yang lebih bersifat deskriptif,
Deéngan jelas penulis menyatakan
bahwa penelitian lebih menermpat-
- kan obyek penehtian kepada
bagajmana penyimpangan kontrak
pengadaan sarana jasa asuransu
Pemilu 2004 pada Komisi
Pemﬂjhan Umum.

. Satu hal yang disayangkan
_daiam model mazhab kuandtatif
dan, kuahtatlf saat ini sudah tidak
kenal l_ag1. Pembagian dan peme-
taan metodologis saat ini lebih
kepada paradigma :bcrpikir
penelitian yang biasanya masuk
dalam tataran analisis pembahasan.
Dalam artian seharusnya penelitian
yang dilakukan ini akan lebih
menarik dan rn_ermhkl hasil yang
komprehensif apabila penulis
menyatakan penelitian dari sisi
paradigma konstruktivistik. Adalah
model paradigma penelitian yang

- berusaha mengikut jalan berplkﬁ:

si obyek. Dalam artian- bahwa
penehtz harus larut dalam feno—

-mena yang dikaji.

Pendekatan sedemlkian sa_tat

.'memeﬂukan waktu yang realuf .

panjang karena blasanya dlkaltkan
dengan historical Jziz;atedﬂm dalam

_kapan ilmu-ilmu sosial. Dapat

charﬂkan bahwa suatu fenomena
tidak dapat diartikan secata sendiri-
senditi, melainkan sebuah __kp_x_n—
ponen layaknya suatu sistemn jﬁgr_l_g
berkaitan satu dengan yang lain.
Olch sebab itu dalam mengambil
studi kasus yang dijadikan obyek,
satu halyang tidak boleh dilupakan
adalah menyoal kajian budaya dalam
hubungannya dengan realitas semu.
Pada pendekatan penelitian
betgaya konstruktivistik dengan
mazhab studi budaya (cultural
studzes) peneliti harus memposisikan
diti tetlebih dahulu, agar tidak
terjadi bias dan di sini dapat
diartikan bahwa peneliti harus
melekat (embedded) pada keber-
pihakan yang ia pilih. Perlu
ditekankan bahwa pengunaan
wawancara tidaklah cukup dalam
penelitian model tetsebut karena
memetlukan observasi yang lebih
teliti dan wawancara mendalam.




i _Temuan':' .an Pembahasan dnd

o Pada bagian temuan penehﬂanl

: :&alam modei penehuan
kuahtattf Perlu dltekanlxan bahwa
penehnan model kualitatif me-
mang ; ‘mutlak harus menentukan
Lebelplhakan lx.epada salah satu
kubu yang dianggap menempati
k_uj;ub kutub yang berseberangan.

.. Bagian kedua dari penelidan
ini dilakukan dengan pendekatan
pada .analisis dokumen yang
dikeluarkan Komisi Pemberantasan
Ixorupsx Hal ini dilakukan untuk
melihat duduk perkara kasus
Kontrak Pengadaan Sarana Jasa
Asuransi Pemilu tabun 2004. Dasar
vyang digunakan adalah surat
dakwaan Nomor 06/TUT.KPK/
VIII/2005.

Penyimpangan Kontrak
Pengadaan Sarana Jasa Asuransi
Pemilu 2004 di Komisi pemilihan
Umum metupakan tindak pidana
korupsl, yaitu terdakwa melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suata korporasi

y.'i'ng dapat metugikan keuangaﬁ_"fj"_'z'

' Nega:ca atan perekonomian Negara, 5

Pelan ggaran. dilakukan terdakwa;:':' - |
(NS) atau ketua Komisi Permhhan:__'-"-.-'_
Umum adalah menandatangani =

perj anjian kerjasama penutupan -

asuransi padahal belum: mem~.-'_::'-

 bentul panitia pengadaan, belum
.'di?i_ﬁiﬂk.ﬂﬂ prakualifikasi, belu_f_ii

dibuat penentuan harga petkitaan
sendiri (HPS), belum melakukan - -
negosiasi harga, dan belum
melakukan penjelasan pekerjaz_i_ﬁ_'
(aanwijizing). Padahal kesemua
merupakan persyaratan yang harus
dipenuhz sehinga tidak bertens
tangan dengan Keputusan Presiden
Nomor 80 tahun 2003, tanggal ‘3
Nopember 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang atau

jasa Pemerintah.

Padahal secara prosedﬁﬁ_ -
harusnya penandatangan dilakukan
setelah penutupan asuransi yang
merupakan rangkaian proses
kontrak tender pengadaan batang
atau jasa Pemetintah. Dalam hal ini

tercatat kerugian keuangan Negara
mencapai Rp. 14.800.000.000,-
(empat belas milyar delapan ratus
juta rupiah) atau setidaknya Rp.
14.193.000.000,- (empat belas
milyar seratus sembilan puiuh uga
juta rupxah)




- Surat Dakwaan No. 05/

| _TUT KPK /VII /2005 dalam
perkara atas. nama terdak\va HA :

8 dan keterangan yang ‘berasal dati

.hasﬂ wawancata dengan Wakil
'Ixetua Korn131 Pembemntasan

\orupm dan Dzrektm: PT Asurans: :

Burm Putera Muda 1967 Dalam

' ﬁhal ini Ketua Komm Pemﬁihan__

e _'Umum (KPU) bertanggungjawab

~ atas’semua kegiatan KPU. _rnu_lzu_

kebijakan dan hubungan dengan
menandatangani seluruh ke-
putusan. Kepala Biro Keuangan
KPU dinyatakan telah melakukan
rangkaian tindak pidana yang
mengaklbatkan kerugian Negara
dalam segi perekonomian.

. . Penyimpangan  kontrak
Pengadaan Sarana Jasa Asuransi
Pemilu 2004 di Komisi Pemilihan
Umum (KPU) merupakan tindak
pldana ‘korupsi, yaitu terdakwa
melakukan petbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat me-
rugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara, sebagai-
mana termaktub dalam Undang-
Undang No. 30 tahun 2002 tentang
Korupsi. Sedangkan pelanggaran
yang dilakukan oleh Ketua Komisi
Pemilihan Umum adalah telah
menandatangani perjanjian ketja
sama penutupan asuransi, padahal

belum membentuk panitia penga-
daan, mengadakan prakualifikasi,
menentukan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) negosiasi harga'dén_ '

pen}elasan pekex;aan (aarzwyz&éfzg)' _

Kesemua persyaratan terSe : ut

.perlu dilakukan, sesuai dengan

Keputusan Premden Nomor. 80

~tahun 2003 tanggal 3 Nopember'_ |

2003 tentang Pedoman Pelaksana-
an Pengadaan Barang,/Jasa Peme» .
rintah. Tanda tangan perjanjian
antara Ketua Komisi Pemilihan
Umum dengan PT Asuransi Umum
Bumi Putera 1967 dilakukan dibuat
kelengkapan persyaratan adminis-
trasi penutupan asuransi tersebut,
sehingga terjadi penyimpangan
prosedur.

Dari Berita acara KPK di-
ketahui babwa KPU telah terjadi
diskon 34% atas premi yang
dibayarkan oleh PT Asuransi Bumi
Putera Muda 1967. Dari krono-
logis kasus diketahui bahwa perihal
pemberian diskon tersebut
mencapai nilai Rp. 5 Miliar dalam
bentuk vang dollar Amerika Serikat
sebesar $566.795 (dengan nilai kurs
Rp 8.878,-). Dalam hal ini tidak
ada tanda tetita satupun kepada
PT Asuransi Bumi Putera -Muda
1967. Transaksi juga tidak
dilakukan di KPU, seperti biasanya
premi dibayarkan tetapi di Hotel




Gran Melia di Kawasan Kuningan.

-""Penankan inii berkaitkan dengan
“sukses: dan am'.mnya pelaksanaan
:'.'Permlu putaran pertama. - -
: Dalam penelitian d1a]ukan
- beberapa alat bukti, seperti; Surat
- Dakwaan Nomor 06/TUT. KPK/
© VI11/2005 dalam perkara atas nama
-_-terdak\va NS Surat Dak\vaan

' Nomor05/TUTKPK/VII/2005

' -:_'dalam perkaa:a atas nama terdakwa
HA, Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) oleh penyidikan Komisi
 Pemberantasan Korupsi, baik BAP
* saksi, saksi ahli, ataupun tersangka
dan Nota Dinas Nomor 941/KU/
VII/20 tanggal 7 Juli 2004 dan
Nota Dinas nomos 716/ND/VII/
2004 tanggal 7 Juli 2004 tentang
persetnjuan pembayaran premi
polis asuransi kecelakaan diri
petugas penyelenggaraan Pemilu
tahun 2004 sejumlah  Rp.
14.800.000.000,- (empat belas
milyar delapan ratus juta rupiah).
Alat bukti ini didukung
dengan surat yang bersifat internal
institusi, seperti; surat Perjanjian
Kerjasama antara KPU dengan PT
Asuransi Umnum Bumi Putera 1967
nomor 005/MOU/KPU-BUMIDA
/ V11/2004 tanggal 30 Juni 2004,
Surat Keputusan KPU Nomor:
73/SK/KPU/TAHUN 2004

tentang pémbentukan'fpanit’iﬁ'
pengadaan jasa penutupan asuransi, i
Nota Dinas Nomor 683.1 /ND /
V1/2004 mengenai penutupan -
asuransi petugas Pemilu di KPU /-

KPU Propinsi/Kabupaten /Kota;

PPK, PPS dan KPPS, Nota Dmas =
Nomotr 683. 2/ND/VI/2004
Surat Keputusan Nomor 126.1 S
SJ/IKPU/TAHUN 2004 Undzngan_ﬂ .
Nomor 870.1/KU/VI/2004,
Berita Acata Penjelasan Peketjaan
Nomor 871.1/KU/V1/2004,
Berita Acara Pembukaan Pena-
waran hatga Nomor 875.1/ KU/
V1/2004, Surat Keputusan KPU
Nomor 126/KPU/TAHUN
2004. B
Dalam penelitian ini penulis
merasa yakin ada beberapa faktor
yang turut mempercepat dan
betjalan lancarkannya kasus sampai
jatuh keputusan, pertama; adanya
motivasi yang tinggi baik dalam
tingkat individu maupun dalam
institusi KPK. Kedua adanya
dukungan dana, telah diketahui
KPK mendapat dukungan lem-
baga donos, sepert; Partnership jor
governance Reform in 1 ndonesia
(pattnership), Asian Developmen?
Bank senilai USD 350.000 untuk
pengembangan SOP, ASEM Trust
Fund dati Bank Dunia USD




_ : _:':' _':;'-:_;_;350 000 untuk pelanhan tekms
:_'--'_Z.Kemga "_danya dukungan pubhk
RS '_lewatrepresentasx media massa,

: Sedangkan faktor faktof

- péﬁghambat dalam penanganan

o kasus kompmml, adalaha ; pertama

--Koord.mam aparat ‘hukum dalam
. _;_-:hng}«:up 51stern peradllan p1dana

 Ketigai minimnya ]umlah stafyang

" ‘memiliki pengetahuan penyidikan
di KPX, keempat status ke-
_ pegawzuan KPK, kelima; beban

kerja tidak’ seunbang dan terakhir

~keenam tidak ada administrasi
'-pcnyehdlkan sehingga proses

admlmstram terjadi lambat. -

Guna melihat kinerja penyidi-
kan KPK maka. pembahasan
mengenaz aspek manajerial  di-
lakukan dengan. prinsip-prinsip
POSDCORB oleh Luther Gullick
dan Lyndal Urwick +(1971).
Diketahui bahwa ada beberapa
kelerahan dalam béberapa aspek
manajerial, - seperti; Planning
dikaitkan karena KPK masih baru
sehingga masth petlu ada kaji ulang
tentang misi-dan visi meteka
sesungguhnya. Staffing terjadi
karena dilemma sedikitnya jumlah
karyawan dan staf KPK. Coordinating,
kendala koordinasi masih dirasakan

-_dengan aparat pcnegak hukum
-dalam lingkup Sistem Peradﬂan
- Pidana. Rqﬁomng; mlmmnya fungsz o

administratif menyebabkan pettu

~waktu lama dalam pelaksanaan____'-.

: fungsx tersebut

Namun ada sisi kuat dalam“.:i_' '

_ __mana;enal menurut penuhs yakm;fﬁlg__;_'
S -_"--'_-kedua bldang dan prasaranayang . |
<o masih terbatas di dalam’ KPK,

dilakulan katen didukung. oleh
.dorongan motivasi individu dan

institusi dari sosok Ketua KPK.

Budgeting, diketahui sangat lancar 5 3
‘dan dana yang dimiliki memadai E
dengan - mekamsme 8\

sesuaj.
transparan. - : i

Temuan-temuan dan pem-
bahasan di atas bisa dikatakan
cukup bias, katena penulis pene-
litian ini hanya memposisikan diri
sebagai pengamat saja tidak
terlibat langsung dalam mengikuti
alur sebuah sistem. Apalagi di-
ketahui kelemahan terbesar dalam
penelitian ini adalah tidak terjadi
pembahasan dalam level diskusi

dan pemecahan masalah dalam

level manajetial yang menjadi salah
satu pembahasan dalam penelitian.
Penulis ada di posisi mana atau pro
stapa dalam kajian teoritik ilmu
manajemen tidak terlihat sama
sekali? Alhasil perang dan
perdebatan teori dalam sisi




manserial penyidikan tidak
éﬁipa:i;:'::"&engan jelas dalam
';Q:Penchuan ini. Alhasil penelitian
ana}emen pcnyldﬂian ind haﬂva

-__kélj:l,an akadermk men]ach sangat
r'berbeda bila dilihat dari
kajian pr:aktls yang mungkin dapat
.__.masuk kategOL sangat bagus.
..Di sarnping itu juga kele-
. "mahan penelitian ini tidak
L _dﬁakukannya wawancara khusus
‘kepada beberapa pihak yang
- -d;anggap bisa menjadi &gy informan
atan nara sumber Tentu sajadalam
hal iniyang menjadi nara sumbet
. adalah mereka yang masuk dalam
. lingkann sistem dalam studi kasus
- yang digunakan dalam penelitian.
U Sep_érti_ pihak KPK, korban dan

- pelaku, Tentu pertanyaan atau

- wawancara mendalam dapat
- digunakan clan difokuskan kepada

o | _b_agaﬁna_qg_ jalannys manajemen
- penyidikan dan penyelidikan yang

~dilakukan oleh KPK. Dengan
- adanya hasil wawancara dapat
diketahui pada titik mana dan
bagaimana manajernen penyidikan
dan penyelidikan bisa sampai jatuh
- keputusan pengadilan. Hasil
wawancara dapat dianalisis dengan

berbagai model, mulai dari analisi
semantik, sintaktik atau semios 3
semua tergantung dari kajian dan

paradigma manz peneliti henda

memulai penelitiannya.

Dalam penelitian ini sebenas.
nya muatan yang paling besar dal.
perolehan dan pencarian dat
adalah dengan studi dokumen.
Teknik analisis isi dokume'n

harusnya disertakan dalam bagian -
kajlan teoritik dan konseptual -
Seharusnya penulis tidak usah
mencantumkan, bahwa dalﬁﬁ;ﬁf;
penelitian ini melakukan teknik
wawancara, karena tidak ada_i';
wawancara sama. sekah dalam_'
penclitian ini. ' : .

Satu hal yang sangat penting_;:.'
adalah katena penelifian ini ada_lah_ _
bentuk dati kajian ilmu kepolisian,
seharusnya penulis juga mem~ :
bandingkan proses manajerial dan
penanganan penyidikan dan
penyelidikan aparat instiftusi KPK'
dengan Polisi (Polti). Dengan_
demikian adanya sedikit pem-
bandingan akan memberikan
masukkan yang sangat baik untuk
petkembangan penyidikan dan
penyelidikan Polri untuk kasus yang

sama, terutama kasus korupsi

dalam skala yang besar.




“Diakui bahwa penelitian ini
'dalam kajian hukum sudah sangat
syarat dengan jauh dari bagus
~ dengan kelengkapan alat bukti.
Kelihaian dan kecermatan penulis
daléxf_ﬁ"_peﬁeliﬁan ini sangat tetlihat
dengan memberikan jawaban

- runitun dari dokumen sebagai alat
" bukti yang runtun dan sistemik.
. Arﬁ_él__j'_s;is“dokumen yang tajam
den_gén berusaha berditi seimbang
dan ..ﬁdak memihak terlihat dalam
. pcr_;_e__l_i_;;gﬁ ini. Alhasil pembaca
tidgi'i;ﬁ;:'.'izi_kan:-fe'rjebak pada porsi
‘ustifikasi’ pembelaan atau
menyalahkan salah satu pihak. Hal
sedemikianlah yang perlu dalam
penehuan akademis, sesuai dengan
sifat dan kaxakteﬂsuk penelitian
imish.
Penehuan ind diakhirl dengan
penga}uan saran-saran dati penulis,
‘pertama perlunva pengembangan
tekno}ogl informasi bagi KPK.
Kedua adalah Perekrutan baru
pegawz_ai KPK untuk meningkatlkan
kompetensi, ketiga perlu ada
pen_gat_i;ran beban kerja yang
seirﬁbang dan spesialisasi yang
sifatnya administradf dati KPK.
Keempat guna menunjang kerja
KPK perlu seleksi yang ketat untuk

jajaran posisi struktural pnnpman
yang masih kosong. '

Kelima perlu pembu:étén_

mapping dalam pelaksanaan tugaske
depan atas kondisi dan tmgkat
korupsi, serta modus operandi
tindak pidana korupsi di lembaga

atau instansi Pemerintah. Keenam 5

guna menggalang dukungan pubhk.
dalam pemberantasa korupsi petlu
sosialisasi yang lebih luas mengenai
pemberantasan korupsi dan KPK.
Perlu ada pengenalan mateti
korupsi dan pencegahannya ke-
pada publik. Hal ini dapat dilaku-
kan dengan mengadakan wor,é.rb@
dan pelatihan-pelatihan kepada
masyarakat luas. KPK juga p__e'iflu
pengembangan hubungan ket-
jasama dengan instansi Pemerintah
dan non Pemerintah guna mendapat
dukung dari masyarakat luas. Satu
hal yang dilupakan dalam saran
penelitian ini adalah petlu ada
sosialisasi kampanye komunikast
tersendiri terhadap institust KPK.
Satu hal yang petlu ditekankan di
sini adalah sosok dan profil KPK
harusnya terimej sebagai badan
independen Negara yang men-
junjung demokratisasi hukum yang
pro rakyat.






